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MOTTO
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“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki
maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui”

(Q.S.An-Nur: 32)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam
tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama
Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab
ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai
dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
berpedoman dari ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987,
sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A
Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

i = Tidak dilambangkan 2|7 d

o | b L, | =t

- =t L =z

e | =th ¢ = ‘(koma menghadap atas)
c | ¢ |7

< 7" > |

. =kh 3 =q




> |=d s | =k

'J :dh J :I

J =r . =m
=5 =W

Sy )

P =sh N =h

o |78 ¢ |7V

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda (’).
C. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal
bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya

sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
( Fathah A A
| Kasrah I I
1 Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
o Fathah dan ya Al Adan |
5/\ Fathah danwau | lu Adan U




Contoh:

S kaifa

Js& :haula
. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal (a) panjang : J& dibaca qala

Vokal (i) panjang : J# dibaca qila

Vokal (u) panjang : < s« dibaca yamiitu
. Ta’marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbatah yang
hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya
adalah (t). Sedangkan ta marbtitah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbitah
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata

itu terpisah, maka ta marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:
JubYl sy,  :raudah al-agal
Azd)l ) . al-madinah al-fadilah
LS : al-hikmah

. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. Contoh:

Xi



¥} : rabbana

soe - najjaing
ex : al-hagqqu

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
J (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:
Seesdl tal-syamsu
A :alzalzalah

wudll :al-falsafah

. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:

0556 ta murina
36l - al-nau'u

Lafz Al-Jalalah

Xii



Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah. Contoh:

& o - dinullah
Adapun ta marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

& Ay 8 . fi rahmatillah

3
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ABSTRAK

Afif Makarim Rosyig, 2023. Dispensasi Kawin Karena Menghindari
Perzinahan Perspektif Maslakah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi
Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg). Skripsi. Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Menghindari Perzinahan, Maslakah Said
Ramadhan Al-Buthi

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 menjelaskan bahwa
perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Disisi lain, Undang-Undang masih membuka peluang adanya dispensasi kawin.
Dispensasi kawin adalah pemberian izin nikah oleh Pengadilan kepada calon
suami/istri yang belum berusia 19 tahun guna melangsungkan perkawinan. Umur
perkawinan disyaratkan karena membawa kemaslahatan yang besar bagi calon
pengantin. Dalam putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hakim mengabulkan
permohonan pemohon yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan
hubungan putra-putrinya sudah terlalu dekat dan agar terhindar dari perzinahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pertimbangan hakim
terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor
438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. (2) menganalisis maslakah Said Ramadhan al-Buthi
terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan
nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif,
dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan studi pustaka. Metode pengolahan data meliputi edit, klasifikasi,
verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam
memutuskan putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg antara lain adalah karena
hubungan putra-putri pemohon sudah terlalu dekat dan intim, sehingga khawatir
terjerumus ke perzinahan .Hakim melihat keduanya mempunyai fisik normal
dan terlihat dewasa, dan calon laki-laki sudah bekerja, serta para pemohon siap
membantu putra-putrinya sampai bisa mandiri. Serta seluruh bukti surat sudah
mencukupi. (2) Putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg sesuai dengan konsep
maslakah Said Ramadhan al-Buthi, karena hakim dalam mengabulkan
permohonan masuk dalam cakupan maqasid al-shariah, karena menghindarkan
perzinahan. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an, sunnah, dan giyas. karena tidak
adanya nas yang secara eksplisit mengatur tentang usia perkawinan. Putusan juga
tidak  bertentangan dengan maslakah yang lebih  tinggi, Kkarena
menghindari perzinahan termasuk dalam magasid al-shariah yaitu hifz al-nasl
dalam tingkatan daruriyyah.
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ABSTRACT

Afif Makarim Rosyig, 2023. Marriage Dispensation for Avoiding Adultery
Perspective of Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Decision Study
438/Pdt.G/2021/PA.Smdg). Thesis. Islamic Family Law Study Program,
Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.
Supervisor: Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Marriage Dispensation, Avoid Adultery, Maslahah Said Ramadhan
Al-Buthi

Law number 16 of 2019 article 7 explains that marriage is permitted if a
man and a woman have reached the age of 19. On the other hand, the law still
opens up the possibility of a marriage dispensation. Marriage dispensation is the
granting of a marriage license by the Court to prospective husbands/wives who
are not yet 19 years old to enter into marriage. The age of marriage is required
because it brings great benefits to the prospective bride and groom. In the decision
of case number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, the judge granted the request of the
applicant who applied for a marriage dispensation because the relationship
between their sons and daughters was too close and to avoid adultery.

This study aims to: (1) describes the judge's consideration of the
dispensation ~ of marriage  for avoiding adultery to  decision
number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. (2) analyze Said Ramadhan al-Buthi's
maslahah on dispensation of marriage because for avoiding adultery on decision
number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. The type of research used is normative
research, using a case approach and conceptual approach. Data collection
techniques using literature study. Data processing methods include editing,
classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that: (1) The judge's considerations in
deciding the decision number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg include among other
things because the relationship between the applicant's children is too close and
intimate, so worried about falling into adultery. The judge saw that both of them
had normal physiques and looked mature, and the male candidates were already
working, and the applicants were ready to help their children until they could be
independent. As well as all documentary evidence is sufficient. (2) Decision
number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg is in accordance with Said Ramadhan al-
Buthi's maslahah concept, because the judge in granting a request is included in
the scope of magosid al-shariah, because it avoids adultery. Does not conflict with
the Koran, sunnah, and giyas. because there is no explicit text about the age of
marriage. The verdict also does not conflict with higher maslahah, because
avoiding adultery is included in magasid al-shariah, namely hifz al-nasl at
the daruriyyah level.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengatur tentang batas usia perkawinan yang tertuang di
dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 yaitu
perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19
tahun. Hal tersebut disyaratkan agar tidak terjadi diskriminasi antara laki-laki
dan perempuan. Batas usia sembilan belas tahun dinilai telah dewasa baik
secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam
melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa, maka akan
dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga
angka perceraian dapat berkurang dengan diikuti semakin menurunnya angka
perkawinan di bawah umur.?

Menurut Undang-Undang Undang-Undang nomor 16 tahun 2019,
perubahan usia perkawinan wanita yang disamaratakan dengan pria yakni
sembilan belas tahun dimaksudkan agar semakin matangnya jiwa raga wanita
dalam melangsungkan perkawinan yang mana diharapkan dapat melahirkan
keturuan yang sehat dan berkualitas. Juga diharapkan hal tersebut bisa

menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta dapat melindungi dan

! Pasal 7 Ayat 1 ndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

? Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.



memberikan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembangnya hingga
memberikan pelayanan pendidikan setinggi mungkin.

Disisi lain, Undang-Undang ini masih membuka peluang akan
adanya dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah pemberian izin nikah oleh
Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk
melangsungkan perkawinan.®> Dijelaskan padal pasal 7 ayat 2 Undang-
Undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti
pendukung yang cukup.*

Alasan yang sangat mendesak adalah suatu kondisi dimana tidak ada pilihan
lain selain harus melangsungkan perkawinan.® Bukti pendukung yang cukup
adalah surat keterangan yang bisa membuktikan bahwa usia calon mempelai
belum mencukupi usia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang
dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menguatkan dan mendukung
pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak dan harus
segera dilangsungkan.®

Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang nomor

438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi

* Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” Jurnal lus
Constituendum 6, no. 2 (2021): 124, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190.

* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

® Dinora Refiasari M. Beni Kurniawan, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam
Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” Junral Yudisial Vol.15, no. 1 (2022): 88,
https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508.

® Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



kawin karena hendak menikahkan anak kandung yang bernama Sri Setiawati
binti Odang yang baru berusia 15 tahun dengan calon suaminya yang
bernama Roihan Fathurohman bin U.Sapaat yang berusia 16 tahun. Dengan
dalih bahwa hubungan Sri Setiawati binti Odang dengan Roihan Fathurohman
bin U.Sapaat keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga
pergaulan yang terjalin atas keduanya apabila dibiarkan, kedua keluarga
pemohon khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang
oleh agama. Dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon, hakim mengabulkan
permohonan pemohon. Hakim menimbang bahwa atas dasar fakta hukum
sebagai mana tersebut dapat mempertimbangkan alasan para pemohon untuk
menikahkan anaknya apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi
perbuatan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama
apabila tidak segera dinikahkan. Hakim menggunakan kaidah ushul figh yaitu
menolak kemafasadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.’
Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan, karena disisi lain,
disyaratkannya aturan usia perkawinan 19 tahun tentunya membawa dampak
yang positif dan maslakah yang sangat besar dalam perkawinan. Putusan
hakim juga tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014
tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1 yang berbunyi:
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan bakat.?

7 Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg.
® pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka otomatis anak akan
terputus dengan pendidikannya. Oleh karenanya, apakah hakim mengabulkan
putusan tersebut merupakan maslakah yang lebih besar daripada hakim
menolaknya, atau apakah putusan hakim tersebut lebih menimbulkan
kemudharatan daripada kemaslahatan.

Pertimbangan hakim merupakan kunci dalam memutuskan sebuah
perkara dispensasi kawin. Metode yang sering digunakan oleh hakim adalah
dengan melihat kemaslahatannya. Dari dalil kemaslahatan tersebut, hakim
akan memutuskan baik itu berupa mengabulkan ataupun penolakan.’
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu hakim dan
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim
konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur,
adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.®

Dengan adanya kasus diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan
meneliti, Apakah dengan hakim mengabulkan putusan tersebut, terdapat
kemaslahatan yang lebih besar daripada hakim menolaknya, yang mana hal
tersebut peneliti tuangkan dalam judul dispensasi kawin karena menghindari
perzinahan perspektif teori Maslakah Said Ramadhan al-Buthi (Studi putusan

438/Pdt.G/2021/PA.Smdg). Dengan harapan penelitian ini bisa memaparkan

® Muslihun, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Maslahah (Studi Produk Hukum
Penetapan Dispensasi Nikah Dan Putusan Poligami Di Jawa Tengah),” An-Nawa, Jurnal Studi
Islam, 2018, 6. https://jurnal.staiannawawi.com.

'®pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



tentang pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dan di analisis dengan
teori Maslakah Said Ramadhan al-Buthi sebagai perbandingan kemaslahatan

di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Apa pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin karena menghindari
perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg?
2. Bagaimana analisis maslakah Said Ramadhan al-Buthi terhadap
dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor

438/Pdt.G/2021/PA.Smdg?

C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah terpapar di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin karena
menghindari perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg
2. Menganalisis maslakah Said Ramadhan al-Buthi terhadap dispensasi
kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor

438/Pdt.G/2021/PA.Smdg

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat

secara teoritis maupun praktis.



1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah
dan bermanfaat bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang, dan umumnya kepada
Perguruan Tinggi/Universitas lainnya, yang berkaitan tentang dispensasi
kawin karena menghindari perzinahan.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa informasi dan
pemikiran ilmiah pada peneliti lainnya dan masyarakat umum yang ingin
memperdalam ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran-gambaran
mengenai dispensasi kawin karena menghindari perzinahan perspektif

maslakah Said Ramadhan al-Buthi.

E. Definisi Operasional
Agar mempermudah memahami dan mengurangi kesalahan dalam
mengartikan  judul penelitian ini, berikut beberapa definisi yang
membutuhkan penjelasan khusus, yaitu:
1. Dispensasi Kawin
Dispensasi kawin merupakan suatu permohonan yang diajukan

pemohon kepada Pengadilan Agama karena calon mempelai pria atau



wanita belum memenuhi umur yang ditentukan oleh Undang-Undang
sebagai kelonggaran yang diberikan untuk melaksanakan perkawinan.
2. Maslahah
Maslakah adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang
dimaksudkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya baik dari
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan
yang ditetapkan dalam pembagian tersebut.?
3. Putusan
Putusan dalam bahasa Arab disebut al-gada’u, dalam
bahasa Belanda disebut vonnis yaitu produk atau penghasilan Pengadilan
Agama disebabkan karena adanya kedua belah pihak yang bersengketa
atau berperkara. Lebih lanjut, Gemala Dewi menjelaskan bahwa
putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dicantumkan secara tertulis
dan dibacakan dalam sidang terbuka sebagai penetapan dari hasil

pemeriksaan suatu perkara.™

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti perlu akan adanya metode penelitian
yang berguna untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Jika dalam

penelitian menggunakan metode yang tepat, maka tentunya mempermudah

" Freede Intang Chaosa Imam Syafi’i, “Penctapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi

Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” Jurnal Mabahits Vol.01 (2020),
https://ejournal.inaifas.ac.id, 16.

? Muhammad Sai’id Ramadhan Al-Buthi, Dawabit Al- Maslahah Fi Al-Shari’ah Al-lslamiyyah
(Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 1973) ,23.

" Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia (Malang: Setara Press, 2016), 170.



peneliti untuk mendapatkan data dan kebenaran informasi. Maka peneliti

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian

normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang aspek-
aspek internal dari hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang ada didalamnya.'* Penelitian normatif dalam penelitian ini adalah
perkara dispensasi kawin yang diambil melalui putusan Pengadilan
Agama nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan

kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang pengaplikasiannya
dilakukan dengan cara melakukan kajian atas kasus yang mempunyai
hubungan dengan isu yang terjadi. Dan telah memiliki kekuatan hukum
tetap melalui putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.™ Pendekatan
konseptual adalah pendekatan yang berpusat dari doktrin dan pandangan
ilmu hukum, yang kemudian dapat menghasilkan pengertian-pengetian
hukum, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang sejalan dengan isu
yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap

kasus yang berkekuatan hukum tetap yang diputuskan Pengadilan Agama

" Muhammad Azhar Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 23,
https://ejournal2.undip.ac.id.

' Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 94.



Sumedang, putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang dianalisis
dengan konsep maslazah Said Ramadhan Al-Buthi.
3. Jenis Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
otoritatif yang artinya memiliki otoritas.® Bahan-bahan hukum
primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim.'” Data dalam bahan hukum primer adalah data yang didapat
dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yaitu:
1) Putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg.
2) Buku Said Ramadhan al-Buthi yang berjudul Dawabit Al-
Maslazah Fi Al-Shari’ah Al-l1slamiyyah
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap dari
bahan hukum primer.'® Bahan hukum sekunder adalan penguat dan
penunjang keabsahan data primer. Dalam penelitian ini yaitu
1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Buku Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu

3) Buku Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir

'® Zainuddin Ali, Metode Peneltian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

" Ishag, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung:
Alfabeta, 2017),68.

'® Marzuki, Penelitian Hukum,119.



4) Jurnal Syariah dan Hukum, Abbas Arfan, Maslahah Dan
Batasan-Batasannya Menurut Al-Batht.
5) Jurnal Al-Maslahah, Nanda Himmatul, Konsep Maslahat Dalam
Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan tersier adalah bahan hukum yang menunjang
dan memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder.'®
Dalam hal penelitian ini yatitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan
menggunakan studi pustaka. Yaitu pengkajian terhadap bahan hukum,
baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang relevan dan
sejalan dengan kajian yang peneliti teliti yaitu tentang dispensasi kawin
yang dikaji dan diambil melalui putusan Pengadilan Agama nomor
438/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang dianalisis dengan perspektif Maslakah
Said Ramadhan al-Buthi.
5. Metode Pengolahan Data
Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka peneliti
melakukan pengolahan bahan hukum. Sehingga peneliti mengolah data
melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Edit

' Ishag, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, 68
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Edit adalah tahapan dimana peneliti memeriksa dan
memilah kembali data-data yang sudah terkumpul agar sesuai
dengan kebutuhan penelitian. Pemeriksaan meliputi hal-hal berupa
kejelasan maksud jawaban, keselarasan antar jawaban dan satuan
data.® Proses pengeditan peneliti lakukan setelah mengumpulkan
segala yang berkaitan dengan dispensasi kawin karena menghindari
perzinahan yang dianalisa dengan perspektif Maslakah Said
Ramadhan al-Buthi.

b. Kilasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan bahan pustaka
yang mempunyai kesamaan guna menjadi sumber bahan hukum
dalam penelitian.®* Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
pengelompokkan berdasar atas rumusan masalah dan tujuan
penelitian.. pengelompokkan data menjadi dua yaitu pertimbangan
hakim dalam putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang
dispensasi kawin, kemudian putusan hakim dalam perkara tersebut
yang dikaji perspektif Maslakzah Said Ramadhan al-Buthi

c. Verifikasi

Dalam tahap verifikasi ini, peneliti memeriksa kembali
sumber bahan hukum yang didapat baik Undang-Undang, kompilasi
Hukum Islam, literatur-literatur yang membahas tentang dispensasi

kawin, serta sumber bahan hukum lainnya.

?® Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),
129.
*! Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),288.
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d. Analisis
Analisis adalah pengurutan serta menyingkatkan data agar
mudah dipahami dan mudah untuk dibaca. Peneliti menggunakan
analisis normatif dalam menganalisa bahan hukum. Dalam hal ini
tentang dispensasi kawin karena menghindari perzinahan dalam
putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg perspektif Maslahah Said
Ramadhan al-Buthi.
e. Kesimpulan
Kesimpulan adalah penyampaian secara singkat dan jelas
atas hasil penulisan yang telah tersusun secara sistematis.?’> Dalam
penelitian ini, kesimpulan disusun berdasar dari latar belakang serta
rumusan masalah. Sehingga setelah terkumpul semua data serta
hasil dari penelitian, maka kesimpulan dibuat dari data-data yang
didapat guna menjawab masalah dari rumusan masalah yang telah

dipaparkan.

G. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu diperlukan untuk mempertegas, memperjelas
serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang
mempunyai kesamaan tema. Hal ini agar mengindari adanya plagiasi dalam
penelitian yang dilakukan selanjutnya.
1. Miftahul Jannah Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun

2020 dengan skripsi yang berujudul pemberian dispensasi nikah karena

22 Ali, Metode Peneltian Hukum, 120.
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faktor hubungan erat antar kedua belah pihak perspektif Saddu al-
Dzari’ah dan Undang-Undang perlindungan anak (Studi Putusan nomor
0054/pdt.P/2017/PA.MLG) Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan
bahwa menurut Saddu al-Dzari’ah putusan hakim tidak ada masalah
karena pernikahan untuk menghindarkan diri dari mafsadah yang
kemungkinan bisa terjadi. Sedangkan menurut Undang-Undang
perlindungan anak, ada sebuah penyimpangan pada pasal 26 ayat 1c yang
didalamnya melarang pernikahan dini.?®

Kemas Ridho Aufa Mahasiswa UIN Maulana Malik lbrahim Malang
tahun 2020 dengan tesis yang berjudul pacaran sebagai pertimbangan
hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan (studi tentang pandangan
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan
nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls perspektif Maslahah Najmudin Al
Thufi). Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan
nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls dapat berdampak positif maupun
negatif, membawa maslahat maupun mafsadat. Sehingga ada yang pro
dan ada yang kontra. Kemudian jika dikaji menurut padangan Najamudin
al Thufi maka beliau termasuk dari bagian yang sependapat dengan

penetapan tersebut karena maslahat yang didapat lebih jelas.?*

Miftahul Jannah, “Pemberian Dispensasi Nikah Karena Faktor Hubungan Erat Antar
Kedua belah Pihak Perspektif Saddu Al-Dzari’ah Dan Undang-Undang perlindungan Anak (Studi
Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MLG)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),
http://etheses.uin-malang.ac.id/25593/.

** Kemas Ridho Aufa, “Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi
Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap
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3. Defi Rahmi Fadhilah Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
tahun 2021 dengan skripsi yang berjudul pendapat hukum hakim tentang
hubungan terlalu dekat dalam menetapkan perkara dispensasi kawin
perspektif Magashid Syariah (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati
Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam
penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata perkara dispensasi
nikah adalah kasus yang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua lagi.
Hakim menjelaskan hubungan terlalu dekat adalah hubungan yang
mengarah kepada hal yang dilarang agama. Pemberian dispensasi nikah
mencegah kemudharatan yang lebih besar hal ini sejalan dengan magasid
syariah.”

4. Muhamad Yahya Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun
2021 dengan skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif
Maslahah. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-
faktor pertimbangan yang digunakan hakim terbagi dua vyaitu
administrasi dan pertimbangan hukum. Kemudian dalam kasus karena

sudah hamil diluar nikah hakim menerapkan kaidah “Menolak mafsadah

Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Maslahah Najmudin Al Thufi)” (Tesis,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), http://etheses.uin-
malang.ac.id/41369/.

® Defi Rahmi Fadhilah, “Pendapat Hukum Hakim Tentang Hubungan Terlalu Dekat Dalam
Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Magashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama
Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)” (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), http://etheses.uin-
malang.ac.id/262888/.

14



lebih utama daripada menarik maslahah”. Dan dalam kasus berpacaran

dan problem ekonomi, hakim menerapkan kaidah “Memilih dua bahaya

yang teringan adalah suatu yang waj ib”.2°

5. Awal Mukmin Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun
2022 dengan tesis yang berjudul pertimbangan hakim dalam menolak
dispensasi nikah perspektif teori keadilan John Rawls (Studi penetapan
Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 015/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr).
Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa menurut teori
keadilan John Rawls vyaitu konsep posisi asali dan selubung

ketidaktahuan, Pengadilan Agama melindungi hak setiap warga negara.

Dan konsep prinsip kebebasan hak dasar, putusan hakim memiliki dua

sisi, memberikan hak kepada pemohon dan menghalangi hak para

pemohon.?’

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Persamaan Perbedaan
1 | Miftahul pemberian Persamaanya Perbedaannya
Jannah dispensasi nikah | adalah membahas | adalah  Miftahul
karena faktor | tentang dispensasi | Jannah
hubungan erat | kawin karena | menggunakan
antar kedua belah | hubungan erat | perspektif Saddu
pihak perspektif | kedua belah pihak | al-Dzari’ah  dan
Saddu al- | dan jenis | Undang-Undang
Dzari’ah dan | penelitian  yang | perlindungan

% Muhamad Yahya, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi
Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif
Maslahah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), http://etheses.uin-
malang.ac.id/30932.

? Awal Mukmin, “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori
Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor 015/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)” (Tesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,
2022), http://etheses.uin-malang.ac.id/33498/.
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Undang-Undang

digunakan adalah

anak. Sedangkan

perlindungan normative peneliti
anak (Studi menggunakan
Putusan  nomor Maslakah  Said
0054/pdt.P/2017/ Ramadhan al-
PA.MLG) Buthi
Kemas Pacaran sebagai | Persamaannya Perbedaannya
Ridho Aufa | pertimbangan adalah membahas | pada  perspektif
hakim dalam | tentang dispensasi | yang digunakan.
penetapan perkawinan dan | Kemas Ridho
dispensasi juga menganalisa | membahas
perkawinan (studi | dengan teori | melalui
tentang Maslahah pandangan
pandangan Majelis  Ulama
Majelis  Ulama Indonesia Kab
Indonesia Bengkalis dan
Kabupaten perspektif
Bengkalis maslakah
terhadap Najamudin Al
penetapan nomor Thufi dan
0051/Pdt.P/2018/ menggunakan
Pa.Bkls perspektif jenis  penelitian
Maslakah empiris
Najmudin Al sedangkan
Thufi) peneliti
membahas
dengan
menggunakan
perspektif
maslakah  Said
Ramadhan al-
Buthi dan jenis
penelitian
normative
Defi Rahmi | pendapat hukum | Persamaannya Perbedaanya
Fadhilah hakim tentang | adalah membahas | terletak pada
hubungan terlalu | tentang dispesasi | perspektif  yang
dekat dalam | perkawinan digunakan  dan
menetapkan jenis

perkara dispensasi
kawin perspektif
Magashid Syariah

(Studi di
Pengadilan

Agama Tanjung
Pati Pasca

penelitiannya.
yaitu Defi Rahmi
menggunakan
perspektif
magasid
dengan
penelitian

syariah
jenis
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Undang-Undang empiris.
Nomor 16 tahun sedangkan
2019 tentang peneliti perspektif
perkawinan maslakah Said
Ramadhan al-
Buthi
menggunakan
jenis  penelitian
normative
Muhamad Pertimbangan Persamaanya Perbedaannya
Yahya Hakim adalah membahas | adalah Muhamad
Pengadilan tentang dispensasi | Yahya
Agama Kota | perkawinan dan | menggunakan
Malang Tentang | menganalisis jenis  penelitian
Dispensasi dengan perspektif | empiris dan
Perkawinan Pasca | maslakah pendekatan
Undang-Undang penelitian
Nomor 16 Tahun conceptual
2019 Tentang approach.
Perkawinan Sedangkan
Perspektif peneliti
Maslahah menggunakan
jenis  penelitian
normatif dan
pendekatan
penelitian  kasus
(Case Approach)
dan  pendekatan
konseptual
(Copceptual
Approach)
Awal pertimbangan Persamaannya Perbedaanya
Mukmin hakim dalam | adalah membahas | adalah Awal
menolak tentang dispensai | Mukmin
dispensasi nikah | perkawinan menggunakan
perspektif  teori teori keadilan
keadilan John John Rawls dan
Rawls (Studi membahas
penetapan tentang
Pengadilan pertimbangan
Agama hakim dalam
Kabupaten Kediri menolak
Nomor dispensasi dan
015/Pdt.P/2018/P jenis
A.Kab.Kdr). penelitiannya
empiris,
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sedangkan
peneliti
membahas
dispensasi kawin
karena
menghindari
perzinahan
dengan
menggunakan
teori  maslakah
Said Ramadhan
al-Buthi dan jenis
penelitian
normatif

H. Sistematika Penulisan

Bab | yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini
diharapkan bisa memberi gambaran penulisan skripsi secara umum.

Bab 1l yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka berisi teori
atau konsep-konsep yang menjelaskan tentang perkawinan, dispensasi kawin,
dan teori Maslazah Said Ramadhan al-Buthi.

Bab Il yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini
memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan mendeskripsikan putusan
Pengadilan Agama nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang kemudian dikaji
dan dianalisis dengan teori Maslakah Said Ramadhan al-Buthi.

Bab IV yaitu penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan merupakan pemaparan singkat terhadap hasil jawaban dari

rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan masukan dan usulan

18



kepada pihak-pihak yang terkait dan penelitian berikutnya di masa

mendatang.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan
1. Definisi Perkawinan
Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa
perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri yang mempunyai tujuan untuk
mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa.?® Juga dijelaskan makna perkawinan di dalam
Kompilasi Hukum Islam yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau mitssagan
ghalidzan guna mentaati perintanh Allah dan melaksanakan pernikahan
tersebut merupakan ibadah.?
2. Syarat-Syarat Perkawinan
a. Perkawinan menjadi sah, jika dilangsungkan berdasarkan ketentuan
masing-masing agamanya dan kepercayaan.
b. Perkawinan bisa dilangsungkan jika adanya persetujuan kedua calon
mempelai.
c. Calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus memperoleh izin
dari kedua orang tua.
d. Apabila salah satu orang tua sudah meninggal, atau dalam keadaan

tidak mampu, maka cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup

?® pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
% pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

20



atau yang mampu menyatakan. Apabila kedua orang tua sudah
meninggal, maka izin didapat dari wali.

e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai
berikut: Pertama, berhubungan darah garis keturunan kebawah maupun
keatas. Kedua, berhubungan darah garis keturunan kesamping, yaitu
antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua (paman), dan
dengan saudara neneknya. Ketiga, berhubungan semenda, yaitu dengan
mertua, anak tiri menantu dan bapak/ibu tiri. Keempat, berhubungan
susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan
paman/bibi susuan. Kelima, berhubungan saudara dengan isteri atau
sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami
beristeri lebih dari seorang. Keenam, hubungan yang dilarang oleh
agamanya atau aturan lain yang berlaku.*

f. Perkawinan diizinkan apabila kedua calon mempelai sudah berumur 19
tahun.

g. Apabila umur belum mencapai 19 tahun, maka bisa mengajukan
dispensasi kepada Pengadilan yang diajukan kedua orang tua pihak pria
dan wanita dengan alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti yang
mencukupi.®*

3. Rukun-Rukun Perkawinan
Untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka harus adanya rukun

yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

*® pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3! pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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a. Calon suami
b. Calon Isteri

c. Wali

d. Dua orang saksi

e. ljab dan Kabul.*®

B. Perkawinan dalam Perspektif Fiqih Syafi’i
1. Definisi Perkawinan

Secara bahasa nikah artinya berkumpul atau mengumpulkan.
Sedangkan secara istilah adalah suatu akad untuk dibolehkannya bersenang-
senang dengan perempuan, baik berhubungan, mencium, menyentuh,
memeluk, dan lainnya. Dan perempuan tersebut bukan dari mahram dari
segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Nikah adalah suatu akad yang syariat
telah menetapkannya untuk memberikan hak kepemilikan laki-laki kepada
perempuan untuk bersenang-senang dengannya.®* Dijelaskan juga di dalam

kitab Fathul Qarib tentang makna nikah sebagai berikut:
DS Je heiis ke Je G5 iy i gy 2% T & Gl 218

bk

Kata nikah secara bahasa artinya kumpul, wati/jima dan
akad. Sedangkan secara syara’ nikah yaitu suatu akad yang
mengandung atau memuat beberapa rukun dan syarat.**

*? pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema
Insani 2011), Jilid 9, 9.

** Muhammad bin Qosim al-Ghazi Al-Syafi’i, Fathu Al-Qarib Al-Mujib (Jawa Tengah: lbnu al-
Sholihin), 76.
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2. Hukum perkawinan
Menurut para ahli figih, hukum perkawinan tergantung pada
kondisi masing-masing individu, sebagai berikut:

a. Wajib, apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan
jika tidak segera melangsungkan perkawinan, tidak mampu
membentengi dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan hina
walaupun dengan puasa, juga mampu untuk menafkahi istrinya berupa
mahar, nafkah batin, dan hak-hak perkawinan lainnya, maka wajib
seseorang tersebut untuk menikah.

b. Haram, apabila seseorang yakin akan membahayakan dan menzalimi
istrinya, seperti tidak mampu berbuat adil dan sama sekali tidak bisa
untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

c. Makruh, apabila seseorang takut terjerumus dosa dan bahaya, akan
tetapi rasa takut ini tidak sampai derajat keyakinan. jika ia menikah,
takut tidak mampu memberi nafkah, dan khawatir berbuat buruk kepada
keluarga.

d. Sunnah, menurut jumhur ulama selain Imam Syafi’i, perkawinan
dianjurkan apabila berada dalam kondisi stabil, tidak khawatir
terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah, dan tidak khawatir
akan berbuat buruk kepada istrinya jika menikah. Sedangkan pendapat
Imam Syafi’i tentang menikah dalam kondisi stabil hukumnya mubah.*

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

** Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 41-42
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Syarat-syarat perkawinan berkesinambungan dengan rukun-rukun
perkawinan.*® Di dalam rukun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun
menurut pendapat jumhur adalah sesuatu yang menjadi sebab berdiri
sesuatu. Sesuatu tidak akan ada melaikan dengannya. Ringkasnya, rukun

37 suatu perkawinan jika tidak terlaksana

adalah sesuatu yang harus ada.
salah satu rukunya, maka perkawinan tersebut menjadi batal. Dijelaskan di
dalam kitab Fathul Mu’in bahwa rukun perkawinan ada 5 yaitu sebagai
berikut®®:

a. Shighat (ijab dan qobul)

Lafal yang digunakan harus jelas maknanya, lafal yang tertuju
pada makna pernikahan secara hakiki. Yaitu lafal tazwij, atau nikah.
Para ulama sepakat atas keabsahan pernikahan dengan memakai lafal
tersebut.®® Mayoritas ulama berpendapat bahwa shigat ijab gobul tetap
sah dengan memakai bahasa apapun selain bahasa selain Arab, tetapi
kalimat yang digunakan dalam bahasanya menunjukkan kata nikah.*

Disyaratkan juga adanya persamaan ijab dan gabul. Jika

berbeda antara ijab dan gabul baik dalam hal orang yang diakadi

maupun jumlah maharnya maka akad tersebut tidak sah. Dan ijab dan

*® Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 109.

*” Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 45.

% Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathu Al-Mu’in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmati
Ad-Din (Kediri: Maktabah As-Salam, 2020), 158.

* Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Munakahat, ed. Abdul
Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2022), 62-63.

*® Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Munakahat, 67.
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gabul haruslah berkesinambungan. Artinya tidak adanya pemisah yang
menandakan berpalingnya orang yang di akadkan.**
b. Calon istri
Calon istri disyaratkan adalah seorang muslimah, mumayyiz,
tidak menjadi istri dari laki-laki lain, tidak dalam keadaan iddah, tidak
adanya hubungan mahram antara wanita dengan peminang.*? Dan calon
istri juga harus benar-benar berjenis kelamin wanita, karena seorang
laki-laki tidak sah menikah dengan sesama laki-laki atau seorang yang
banci musykil, yaitu seorang yang tidak jelas status kelaminnya.*
c. Calon suami
Calon suami disyaratkan adalah seorang muslim, mumayyiz,
tidak adanya hubungan mahram dengan wanita yang dipinangnya baik
dari nasab maupun persusuan, suami tidak memiliki 4 orang istri.**
d. Dua orang saksi
Dalil yang menjadi dasar harus adanya dua orang saksi dalam

pernikahan yaitu hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

e & Cffj q\:./e g:a\ g/c grecs gj el :}3— cv.\.a:—;f“' é;g\ g/c ‘VM’O 7 U};:o'—\

Mengabarkan kepada kami Muslim, dari Ibnu Khustaymin,
dari Sa’id bin Zubair, dari Ibnu Abbas semoga allah
meridhoi keduanya, Rasulullah bersabda: tidak sah menikah

** Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Munakahat, 72.

2 Al-Malibari, Fathu Al-Mu 'in Bi Syarh Qurroh Al-’Ain Bi Muhimmati Ad-Din, 160.
* Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 56.

* Al-Malibari, Fathu Al-Mu 'in Bi Syarh Qurroh Al-’Ain Bi Muhimmati Ad-Din, 162.
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kecugli dengan adanya wali dan persaksian dua saksi yang
adil.

Disyaratkan terhadap dua orang saksi yaitu Islam, merdeka, laki-laki,
adil, taklif, baligh, mendengar, berbicara, dan menyaksikan ijab gabul,
bukan berstatus sebagai wali.*®
Wali

Dalil yang menjadi dasar harus adanya wali dalam pernikahan

yaitu hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

_’“\

5 g3 ¥ ke sl Lo B s 06 06 CEst f oe

%%

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda:
janganlah seorang wanita menikahkan wanita yang lain, dan
janganlah  wanita  menikahkan  dirinya  sendiri.
Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya
sendiri.*’

Disyaratkan bagi wali yaitu Islam, baligh, adil, merdeka, laki-laki, dan

mukallaf.*®

Adapun urutan seorang wali adalah bapak, kakek terus ke
atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-
laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki
sebapak, saudara bapak (paman), anak laki-laki paman dari bapak,

hakim.*®

* Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Musnad Asy-Syafi i (Beirut, Lebanon: Dar Al-
Kutub Al-lIImiyah, 1980), 220.

6 Al-Malibari, Fathu Al-Mu 'in Bi Syarh Qurroh Al-’Ain Bi Muhimmati Ad-Din, 162.

*” Abu Hasan Ali bin Umar al-Baghdadi Al-Daruquthni, Sunan Al-Daruquthni (Beirut, Lebanon:
Mua’sisah ar-Risalah, 2004), Juz 5, 325.

* Al-Malibari, Fathu Al-Muin Bi Syarh Qurroh Al-’Ain Bi Muhimmati Ad-Din, 163-164.

* Saebani, Figh Munakahat, 109-110.
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C. Dispensasi Kawin
1. Definisi Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 menjelaskan
bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan
Agama kepada calon mempelai suami/isteri yang belum berusia 19 tahun
untuk melangsungkan perkawinan.>® Dijelaskan juga oleh Roihan Rasyid
bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kepada calon mempelai
pria dan wanita dari Pengadilan Agama yang usianya belum mencapai 19
tahun yang diajukan oleh orang tua/wali berupa permohonan kepada
Pengadilan Agama.>”

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dalam aturan awal, batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-
laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana yang tertuang dalam Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun aturan tersebut
dirubah dan direvisi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang
berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 tahun.>® Apabila kedua calon mempelai tidak mencapai
umur perkawinan sebagaimana aturan yang berlaku, maka orang tua/wali
dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama
dengan menyertakan alasan-alasan yang sangat mendesak juga didukung

dengan bukti-bukti yang memadai.

*% pasal 1 Ayat 5 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

> Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),32.

>? pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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3. Asas-Asas Hakim dalam Mengadili Dispensasi Kawin

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin memiliki

asas-asas yang harus dikedepankan sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 yakni kepentingan yang terbaik bagi

anak, hak tumbuh kembang dan hidup anak, penghargaan terhadap pendapat

anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi,

kesataraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan

kepastian hukum.>® Adanya asas-asas dan pedoman mengadili tersebut

mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

a.

b.

Memberlakukan asas-asas yang terbaik untuk anak

Menjamin berjalannya sistem peradilan yang melindungi dan menaungi
hak-hak anak

Menambah rasa tanggung jawab orang tua sebagai upaya untuk
menyegah perkawinan anak

Menganalisis ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi
pengajuan permohonan dispensasi perkawinan

Sebagai upaya wujudnya standarisasi proses mengadili permohonan
dispensasi perkawinan di Pengadilan.>

Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, persyaratan

administrasi haruslah terpenuhi. Persyaratan administrasi dispensasi kawin

adalah surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang

> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
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tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu
identitas anak atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau
kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan fotokopi
ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah
dari sekolah anak.>
D. Konsep Maslakah Said Ramadhan al-Buthi
1. Biografi Said Ramadhan al-Buthi

Syaikh Said bin Mula Ramadhan bin Umar al-Buthi lahir disebuah
desa yang bernama Jeilka distrik Buthan di Turki tepat 1929 M/1347 H.
Beliau dilahirkan dari keluarga suku Kurdi sunni yang merupakan keluarga
taat beragama dan cerdas. Ayahnya adalah tokoh ulama besar di Turki dan
Suriah. Ketika adanya kudeta yang gencar dilakukan oleh kelompok Kemal
al-Taturk, Said Ramadhan al-Buthi dan ayahnya hijrah ke Suriah saat
usianya masih empat tahun. Ayahnya merupakan guru pertamanya,
mengajarkan dan mendidik dengan pendidikan yang manfaat hingga
membesarkannya dengan wawasan keilmuan yang luas.

Pada tahun 1953, beliau menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyah yang
kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di Ma’had Taujih al-Islami di
Meidan, Damaskus. Beliau dibimbing oleh gurunya yang bernama Hasan
Habannakeh yang merupakan ulama besar Syam. Syaikh Hasan berperan
penting dalam mengasah ketajaman pemikiran al-Buthi. Bahkan ketika Al-

Buthi berusia 17 tahun, beliau sudah diminta untuk menyampaikah khutbah.

> Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

29



Pemikiran al-Buthi juga diasah dalam bidang perdebatan untuk membantah
pemikiran atheis dan ahli bid’ah. Kemahiran ilmu debatnya membuat beliau
terkenal di Suriah.*®

Pada tahun 1953, Said Ramadhan al-Buthi melanjutkan
pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Menekuni bidang ilmu
Syariah dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1955. Ditahun berikutnya
beliau melanjutkan ke jenjang magister di bidang Bahasa Arab di
Universitas yang sama. Kemudian pada tahun 1965 beliau menyandang
gelar doktornya di bidang Epistemologi Hukum Islam dan mendapat
predikat Mumtaz Syaf Ula. Disertasinya yang diberi judul Dawabit Al-
Maslahah Fi Al-Shari’ah Al-1slamiyyah mendapat apresiasi yang luar biasa
dan direkomendasikan dari Universitas Al-Azhar sebagai karya ilmiah yang
layak untuk dipublikasikan.®’

Setelah menamatkan studinya di Mesir, Al-Buthi kembali ke
Damaskus dan diminta untuk menjadi pengajar di Fakultas Syariah
Univesitas Damaskus. Karirnya terus berkembang, hingga beliau berhasil
mendapat gelar professor pada tahun 1975 dan langsung diemban amanah
untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas tersebut. Di tahun 2002, al-Buthi
diangkat menjadi ketua jurusan Agidah dan Agama sekaligus anggota
organisasi kepemerintahan untuk mengkaji peradaban Islam di Oman.

Selain aktif di dunia pendidikan formal, beliau juga aktif mengajar dan

> Wahdini, Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi, 54.
*’ Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi,” Al-
Maslahah Vol.15, no. 2 (2019), 202. http://jurnaliainpontianak.or.id.
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mengampu berbagai majelis ta’lim di Damaskus dan dihadiri ribuan

jamaah.*®

Said Ramadhan al-Buthi adalah seorang ulama yang sangat

produktif dalam menulis. Karyanya mencapai kurang lebih tujuh puluh lima

buku dalam berbagai disiplin ilmu. Diantaranya adalah:

a.

b.

Dawabit Al-Maslaizah Fi Al-Shari’ah Al-1slamiyyah

Al-Islam Maladz kulli Mujtama’at Insaniyyah: Limadza wa kaifa?
Manhaj Al Hadharah Al Insaniyyah fi Al Qur ‘an

Fi al-Hadits al- Syarif wa al-Balaghoti an-Nubuwati

Al-Jihad fil Islam: Kaifa Nufhamuhu? Wa Kaifa Numarisuhu?

Al- Agidah Al-Islamiyyah wa Al-Fikr al-Mu 'asirah

Awrubah min at-Tigniyyah ila ar-Ruhaniyyah: Musykilah al-Jisr al-
Magqthu’

Manhaj al-Hadharah al-Insaniyyah fi al-Qur ‘an

Al-Islam Maladz Kull al-Mujtama’at al-Insaniyyah

Fi Sabilillahi wa al-Hag.>

Al-Buthi bukan hanya ulama yang mumpuni dalam bidang syari’ah

dan bahasa, beliau juga seorang ulama Sunni multidisipliner. Al-Buthi

sangat menguasai ilmu filsafat dan akidah, bahkan beliau mengkritik

pemikiran filsafat barat dan melakukan pembelaan terhadap ajaran mazhab

figih dan agidah ahlussunnah. Beliau wafat dalam keadaan syahid pada

kamis malam jum’at tepat pada tanggal 21 Maret 2013 di Masjid Jami’ al-

>8 Wahdini, Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi, 55.
> Ulya, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi, 203.
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Iman karena ledakan bom bunuh diri disaat beliau sedang mengajar majelis

rutin kitab al-Hikam karya Imam Athaillah al-Sakandari.*

2. Konsep Maslakah Said Ramadhan al-Buthi

a. Pengertian Maslakah

Kata maslakah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata
s — zlay — =zla yang berarti baik, patut, benar, dan bermanfaat.®!
Maslahah tersusun dari huruf shad, lam, dan ha’ yang menjadi shalah
yang artinya kebaikan. Lawan kata dari maslakah adalah mafsadah yang
memiliki arti keburukan atau sesuatu yang mempunyai keburukan.®
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa maslakah
memiliki arti sesuatu yang melahirkan kebaikan, keselamatan, faedah,
guna. Jika ditambah dengan awalan ke- dan akhiran —an menjadi
kemaslahatan memiliki arti kebaikan, kegunaan, manfaat, dan
kepentingan.®®

Said Ramadhan al-Buthi sendiri mendefinisikan maslakah adalah

sebagai berikut:

A5 et ey Bl salial 2SEH £U i G AR (s dstadl

Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh syariat
(Allah dan Rasul) untuk kepentingan hamba baik dari menjaga

60 Wahdini, Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi, 55.

®! Ulya, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi, 203.

®> Marwin Amirullah, “Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam
Mengistinbath Hukum Nawazil,” Jurnal Wasatiyah, Volume 2, Nomor 1 (2021): 57,
https://staimaarifjambi.ac.id.

® Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), 993.
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agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan
yang ditetapkan dalam pembagian tersebut.®*

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa maslakah adalah suatu
kemanfaatan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hambanya sebagai
upaya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga
dapat menghindari dari suatu kemafsadatan (kerugian).®> maslahah harus
berada dalam koridor dan ruang lingkup tujuan syariat dan tidak bersandar
atas akal dan hawa nafsu semata.®® Menurut al-Buthi bahwa tujuan Allah
dalam mengeluarkan sebuah hukum pastilah memelihara kelima hal
tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturnan, dan harta. Al-Buthi sepakat
atas kesepakatan ulama bahwa segala prioritas dalam menjalankan hukum-
hukum yang diatur oleh Islam harus berjalan sesuai dengan urutan kelima
pemeliharaan tersebut. Artinya pemeliharaan atas agama lebih didahulukan
daripada pemeliharaan jiwa, pemeliharaan jiwa lebih didahulukan daripada
pemeliharaan akal, dan begitu seterusnya. Semua hal yang mencakup
pemeliharaan lima hal tersebut adalah maslakah, dan segala hal yang
bertentangan dengan pemeliharaan lima hal tersebut adalah mafsadah.®’
b. Pembagian Maslakah Said Ramadhan al-Buthi
Said Ramadhan al-Buthi mengklasifikasi maslakah menjadi 4

bagian, yaitu

* Al-Buthi, Dawabit Al-Maslakah Fi Al-Shari’ah Al-1slamiyyah, 23.

® Marwin Amirullah, “Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam
Mengistinbath  Hukum  Nawazil,” Jurnal Wasatiyah Vol.2, no. 1 (2021), 59
https://staimaarifjambi.ac.id.

® Abbas Arfan, “Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bithi,” De Jure, Jurnal Syariah
Dan Hukum Vol.5, no. 1 (2013): 91, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999.

®” Amirullah, Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath
Hukum Nawazil, 60.
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1) Maslakah Mu athira adalah maslahah yang jumhur ulama sepakat atas
kebolehan menggunakannya. Karena adanya nash yang mendukung
maslahah tersebut. Seperti suami tidak boleh menggauli istri ketika
keadaan haid.

2) Maslakah Mula’ima adalah maslahah yang sama seperti mu athira
yaitu jumhur ulama sepakat untuk kebolehan penggunaannya.
Maslakah ini tidak ada petunjuk secara langsung dari nash, tetapi
adanya kesamaan hukum dengan nash karena adanya kesamaan illat.

3) Maslakah Munasiba al-Ghariba adalah maslahah yang tidak boleh
digunakan atas kesepakatan ulama, karena maslahahnya bersifat
dugaan (dhanni) dan tidak mencukupi untuk masuk ke dalam magasid
al-shari’ah.

4) Maslakah Mursalah adalah maslahah yang didiamkan oleh syariat.
Artinya tidak ada perintah dan larangan padanya. Maslahahnya tidak
bersifat dugaan serta masuk ke dalam bagian maqgasid al-shari ‘ah.®®

c. Kiriteria Berhujjah dengan Maslakah
Dalam pandangannya, Sa’id Ramadhan al-Buthi memberikan
lima syarat yang harus terpenuhi dalam menggunakan maslakah sebagai
sumber hukum, yaitu:
1) Maslahah tersebut harus masuk dalam ruang lingkup al-Maqgasid al-

Shariah

* Al-Buthi, Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah , 225 -230.
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Tujuan syariat dalam pembentukan hukum terbatas pada
memelihara lima perkara yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang termasuk ke dalam maqasid
al-syariah tersebut adalah kemaslahatan, dan yang tidak mencakup ke
dalamnya atau sebagiannya adalah mafsadah.®® Oleh karena itu suatu
maslahah harus sesuai dengan koridor magasid al-shariah.

Adapun sebagai sarana dalam menjaga magasid al-shariah
tersebut, para ulama ushuliyyin menggolongkannya menjadi tiga
tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a) Ad-Daruriyyah (primer) adalah kemaslahatan yang merupakan
kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Menjaga magasid
syari’ah dalam tingkatan ini dengan cara menegakkan pondasi
dan tiang agama, dan menangkal kerusakan yang terjadi. Kategori
Ad-Daruriyyah ada lima hal, yaitu hifzu ad-din (menjaga agama),
hifzu al-nafs (menjaga jiwa), hifzu al-agl (menjaga akal), hifzu al-
nasl (menjaga keturunan), dan hifzu al-mal (menjaga harta).”

b) Al-Hajiyyah (Sekunder) adalah kemaslahatan yang berguna untuk
mendukung terpenuhinya kemaslahatan primer. Apabila
kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan kesulitan
untuk memelihara maslahah primer. Contoh maslahah al-Hajiyah
adalah adanya kelonggaran-kelonggaran yang ditawarkan figih

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti

* Al-Buthi, Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah , 119.
’® Al-Buthi, Dawabit Al-Maslakah Fi Al-Shari’ah Al-1slamiyyah, 119.
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dibolehkannya berbuka puasa saat musafir, kelonggaran ibadah
ketika sakit, dan lain sebagainya.

c) Al-Tahsiniyah (tersier) adalah kemaslahatan dalam menjalankan
kehidupan dengan keadaan yang pantas, sejalan dengan akhlak
dan prilaku yang baik. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi,
maka tidak menyebabkan kesusahan dalam menjaga magqasid
shariah, tetapi tidak memenuhi kehidupan yang bermartabat.
Contohnya seperti adab makan dan minum, menghidari
pemborosan, dan lain sebagainya.”

Dari pembagian tingkatan maqasid al-syariah tersebut, Said
Ramadhan Al-Buthi menjelaskan ruang lingkup dan cakupannya
berdasarkan tingkatan masing-masing adalah sebagai berikut:

a) Hifzu ad-din (menjaga agama) dalam tingkatan Ad-daruriyyah
adalah iman dan menegakkan rukun-rukun Islam, jika iman dan
menegakkan rukun Islam ini diabaikan, maka akan mengancam
eksistensi agama. Dalam tingkatan al-Aajiyyah adalah adanya
keringanan dalam melaksanakan perintah agama, seperti
diperbolehkan tidak berpuasa ketia berpergian jauh, jika
dilalaikan maka tidak akan mengancam eksistensi agama,
melainkan hanya mempersulit bagi yang melakukannya. Dalam
tingkatan al-taksiniyyah berakhlak bagus dan mulia, menutup

aurat, dan lain sebagainya.

" Al-Buthi, Dawabit Al-Maslakah Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah, 120.
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b)

d)

Hifzu al-nafs (menjaga jiwa) dalam tingkatan Ad-daruriyyah
adalah melengkapi dan memenuhi kebutuhan pokok guna
melangsungkan hidup berupa makanan dan minuman, kalau ini
dilalaikan maka akan terancam jiwa manusia. Dalam tingkatan al-
hajiyyah adalah diperbolehkan berburu binatang, kalau diabaikan
tidak akan mengancam jiwa, akan tetapi mempersulit hidupnya.
Dalam tingkatan al-tahsiniyyah adalah adab yang baik ketika
makan dan minum.

Hifzu al-agl (menjaga akal) dalam tingkatan Ad-daruriyyah
adalah melengkapi dan memenuhi kebutuhan pokok guna
melangsungkan hidup dan menjaga akal berupa makanan dan
minuman sama seperti yang disyari’atkan didalam Hifd al-nafs.
Dan meninggalkan mengkonsumi minuman keras dan yang
semisalnya, jika hal ini diabaikan maka akan mengancam akal
manusia.

Hifzu al-nasl (menjaga keturunan) dalam tingkatan Ad-daruriyyah
adalah perintah untuk menikah dan menghindari perzinahan. Jika
hal ini diabaikan, maka mengancam keturunan manusia. Dalam
tingkatan al-kajiyyah adalah diaturnya ketentuan mahar dan talak
bagi suami, jika diabaikan maka tidak akan mengancam
keturunan, akan tetapi mempersulit seseorang dalam menjalani

perkawinan. Dalam tingkatan al-tahsiniyyah adalah diaturnya
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ketentuan kafa’ah dalam memilih pasangan dan adab pergaulan
dengan pasangan.

e) Hifzu al-mal (menjaga harta) dalam tingkatan Ad-daruriyyah
adalah tata cara jual beli diantara manusia dan larangan
mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah, jika
hal ini diabaikan, maka akan mengancam harta manusia. Dalam
tingkatan al-kzajiyyah adalah diperbolehkannya jual beli dengan
cara girad dan salam. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam
harta manusia, tetapi mempersulit manusia dalam melakukan jual
beli. Dalam tingkatan al-tahsiniyyah adalah menghindar dari
segala jenis penipuan.’

2) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an
Apabila maslahah sudah masuk ke ranah Magasid al-
Syari’ah, sesuai dengan tujuan syari’at, maka selanjutnya maslakah
haruslah tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Jika ditemukan
maslakah tersebut bersebrangan dengan al-Qur’an, maka maslahah
tidak dapat diterima. Al-Buthi menerangkan bahwa setidaknya ada
dua maslakah yang bisa bertentangan dengan al-Qur’an. Pertama,
maslahah mawhumah vyaitu maslahah yang sama sekali tidak
mempunyai sandaran hukum ashl.” Karena nash bersifat goth i, maka

gugur maslakah yang bersifat dugaan. Kedua maslakah yang

72 Al-Buthi, Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah, 120-121.
® Al-Buthi, Dawabit Al-Maslakah Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah, 131.
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3)

bersandar kepada ashl melalui analogi/giyas. Dalam hal ini kembali
kepada pemahaman ulama ushul figh.”*

Dasar yang menjadi landasan al-Buthi bahwa semua harus
berpedoman kembali kepada al-Qur’an adalah yang tertera dalam

firman Allah SWT yang berbunyi:

it & i 0B uSe AT Ugis 02 Toadly AT Tabd e o0 iR

SRty G U pidl o3l AL OB ST o) Jeally AT ) g
\/057\'i E

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri
(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman
kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik
(bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di
akhirat).”

Al-Buthi menerangkan ayat tersebut adalah salah satu dalil yang
menunjukan bahwa ketika memutuskan sebuah hukum, harus
menjadikan al-Qur’an sebagai rujukannya.”’
Tidak bertentangan dengan Sunnah

Sunnah menurut bahasa adalah jalan atau metode. Sedangkan
secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah,

baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun pengakuan.’® Al-Buthi

7 Al-Buthi, Dawabit Al-Maslakhah Fi Al-Shari‘ah Al-1slamiyyah, 139.

”Q.S. An-Nisa Ayat 59

’® Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, 118.

"7 Al-Buthi, Dawabit Al-Maslasah Fi Al-Shari’ah Al-1slamiyyah, 129.

’® Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Figh, ed. Muhammed Bashir Halawi (Beirut, Lebanon:
Dar Al-Kutub Al-lImiyah, 2020), 32.
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mensyaratkan bahwa sesuatu bisa disebut maslakah secara syariat jika
tidak bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Buthi
menerangkan tentang arti sunnah yaitu segala kebaikan dari perkataan,
perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang periwayatannya
secara bersambung, baik secara mutawatir (kolektif), maupun hadis
perorangan (ahad).”
4) Tidak bertentangan dengan Qiyas

Qiyas adalah suatu upaya guna memelihara maslakah pada
far’u (cabang) yang berdasar atas kesamaan illat yang terdapat pada
ashl. Qiyas pasti memperhitungkan atau hasil dari pemeliharaan
terhadap maslahat, tetapi tidak semua pemeliharaan maslakah adalah
hasil dari giyas. Dalam hal ini yang dimaksud maslakah adalah
maslakah mursalah, yaitu sebuah maslakah dalam persoalan baru
yang tidak terdapat dalil untuk digiyaskan serta tidak terdapat dalil
yang membatalkan. Akan tetapi bukan berarti maslakah mursalah
tidak ada sandaran dalil sama sekali. Maslahah mursalah harus
berdasar atas suatu dalil meskipun dalil yang digunakan tidak
berhubungan secara langsung. Contohnya seperti pengumpulan al-
Qur’an pada masa khalifah sahabat Abu Bakar, pembuatan mushaf
pada masa sahabat Utsman bin Affan, dan lain sebagainya.®’

Qiyas terdiri dari empat perkara, yaitu: Pertama, Ashl yaitu

perkara yang sudah ditetapkan hukumnya di dalam nash, yaitu al-

”® Al-Buthi, Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari’ah Al-lslamiyyah, 161.
% Al-Buthi, Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari’ah Al-1slamiyyah, 216-217.

40



Qur’an dan sunnah. Kedua, Far’u Yyaitu suatu perkara yang belum
ditetapkan hukumnya di dalam al-Qur’an dan sunnah. Ketiga, Hukum
ashl yaitu hukum syara’ yang dalilnya berdasarkan al-Qur’an dan
sunnah. Keempat, illat yaitu sebab atau alasan yang menghubungkan
antara ashl dengan far u.®*
5) Tidak bertentangan dengan maslakah yang lebih tinggi

Kemaslahatan yang lebih tinggi harus diutamakan dari
kemaslahatan yang lebih rendah. Jika terdapat beberapa kemaslahatan
maka maslakah yang Ad-daruriyyah (primer) yang diutamakan
daripada yang al-kajiyyah (sekunder). Dan kemaslahatan al-Zzajiyyah
(sekunder) diutamakan daripada yang tahsiniyah (tersier). Jika
terdapat beberapa kemaslahatan dalam tingkatan yang sama, maka
dahulukan yang mempunyai hukum yang lebih tinggi dalam tingkatan
tersebut. Maka dalam tingkatan Ad-daruriyyah (primer), kemaslahatan
yang berhubungan dengan menjaga agama yang diutamakan daripada
yang lainnya. Jika maslakah yang bertentangan mencakup semuanya,
seperti agama, jiwa dan akal maka mujtahid melihat kadar cakupan

suatu maslakah.®?

51 Al-Buthi, Dawabit Al-Maslakah Fi Al-Shari’ah Al-1slamiyyah, 218.
5 Al-Buthi, Dawabit Al-Maslakah Fi Al-Shari’ah Al-lslamiyyah, 251-252.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Sumedang nomor perkara
438/Pdt.G/2021/PA.Smdg
Penetapan putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Sumedang pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagai jawaban dari permohonan

yang diajukan oleh dua pemohon. Pertama, U.Sapaat bin Uce, tempat dan

tanggal lahir Sumedang, 21 November 1978, pekerjaan wiraswasta dan

Sanimah binti Kastum, tempat dan tanggal lahir Sumedang 17 Oktober 1980,

pekerjaan ibu rumah tangga, yang selanjutnya disebut pemohon I. Kedua,

Odang bin Memed, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 5 Oktober 1973,

pekerjaan Wiraswasta dan Suminar binti Iri Permana, tempat dan tanggal

lahir Sumedang, 21 Januari 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, yang

selanjutnya disebut pemohon II.

Adapun duduk perkara atau posita dalam permohonan yang diajukan
pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon | hendak menikahkan anaknya yang bernama Roihan
Fathurohman bin U.Sapaat, lahir Sumedang, 16 September 2005, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjahit.

2. Pemohon Il hendak menikahkan anaknya yang merupakan calon istri
dari anak pemohon | yang bernama Sri Setiawati binti Odang, tempat
tanggal lahir Sumedang, 30 Desember 2006, agama Islam, pendidikan

terakhir SLTP, belum bekerja.
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3. Bahwa hubungan antara Roihan Fathurohman dengan Sri Setiawati
terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga apabila tidak segera
dikawinkan, pemohon | maupun pemohon Il khawatir akan terjerumus
terhadap perkara yang dilarang oleh agama.

4. Bahwa anak pemohon | dan anak pemohon Il sudah dimintakan
penjelasan dan keduanya menyetakan siap untuk menikah.

5. Bahwa Roihan Fathurohman dengan calon istrinya Sri Setiawati tidak
mempunyai hubungan darah dan sesusuan, dan Sri Setiawati tidak dalam
pinangan laki-laki lain, sehingga keduanya tidak memiliki halangan, baik
menurut syariat Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.

6. Bahwa anak pemohon | berstatus jejaka dan sudah akil balig, serta sudah
siap untuk menjadi seorang suami. Anak pemohon Il berstatus gadis dan
sudah akil baliq, serta siap untuk menjadi seorang istri.

7. Bahwa pemohon | dan pemohon Il akan tetap bertanggung jawab atas
kedua anak tersebut sampai bisa mandiri.

8. Bahwa pemohon | dan pemohon Il tidak terpaksa dan tidak keberatan
serta telah menyetujui terhadap perkawinan anak-anaknya yang bernama
Roihan Fathurohman dan Sri Setiawati.

Berdasarkan dalil-dalil posita tersebut, pemohon mengajukan
beberapa petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohon yang diajukan para pemohon | dan pemohon I1.
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2. Memberikan dispensasi kepada pemohon | untuk mengawinkan Roihan
Fathurohman bin U.Sapaat yang merupakan anak pemohon | dengan Sri
Setiawati binti Odang yang merupakan anak pemohon II.

3. Memberikan dispensasi kepada pemohon Il untuk mengawinkan Sri
Setiawati binti Odang yang merupakan anak pemohon Il dengan Roihan
Fathurohman bin U.Sapaat yang merupakan anak pemohon I.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus memaparkan bukti-
bukti yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada permohonan
ini, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama U. Sapaat dengan nomor
3211112113760005 yang diresmikan dan dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 12
Mei 2012, telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama Sanimah dengan nomor
3211115710800004 yang diresmikan dan dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 11
Juni 2012 telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.2)

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor 622/40/11/1998
tertanggal 11 Februari 1998 yang diremsikan dan dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, telah

bematerai dan sesuai dengan aslinya. (P1.3)
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Fotokopi Kartu Keluarga bernama U. Sapaat dengan nomor
3211112003066859 yang diresmikan Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 05 Agustus 2017,
bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.4)

Fotokopi Akta Kelahiran bernama Rohman Fathurohman dengan nomor
01043/IST/CS/2009 yang diresmikan oleh Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 02 Februari 2009,
bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.5)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama Odang dengan nomor
3211130510730010 vyang diresmikan Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 02 Juni 2012,
bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.1)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama Suminar dengan nomor
3211136101810002 vyang diresmikan Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 19 Mei 2012,
bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.2)

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor 184/28/111/2004
tertanggal 17 Maret 2004 yang diresmikan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, bermaterai sesuai dengan
aslinya. (P2.3)

Fotokopi Kartu Keluarga bernama Odang dengan  nomor

3211132804100013 vyang diresmikan Dinas kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 16 Junli 2018,
bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.4)

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama nama Sri Setiawati dengan
nomor 20062/DISP/CS/2010 yang diresmikan oleh Dinas kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 17 Oktober
2010 Februari 2017, bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.5)

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan
dengan nomor B272/kua.10.11.13/PW.01/09/2021 dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, bermaterai dan
sesuai dengan aslinya. (P2.6)

Berdasarkan dalil-dalil posita dan beberapa petitum serta bukti-bukti
surat yang sudah diajukan oleh pemohon, maka hakim memiliki
pertimbangan hukum dalam memutuskan sebuah perkara. Pertimbangan
hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan mulai P.1 sampai
P.11 adalah cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan
memenuhi syarat formil dan materil, serta seluruh bukti surat memiliki
pembuktian yang cukup dan sempurna, selaras dengan pasal 165 HIR
juncto pasal 1870 KUH Perdata.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan
pemohon, hubungan kedua anak pemohon sudah sedemikian erat dan
antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang

bisa menghalangi untuk dilaksanakannya perkawinan.
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3. Menimbang, bahwa walaupun kedua anak pemohon masih berusia 15

tahun, namun kedua anak pemohon sudah terlihat dewasa, sehingga

menurut pandangan hakim anak pemohon sudah sanggup untuk

menanggung dan memikul tanggung jawab suami-isteri.

4. Menimbang, bahwa berdasar atas hal-hal tersebut, diperoleh fakta-fakta

sebagai berikut:

a.

b.

Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun.

Bahwa putra-putri para pemohon sudah berpacaran dan sudah sangat
intim.

Bahwa permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya
ditolak KUA Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

Bahwa putri pemohon mempunyai fisik yang normal dan sudah

dewasa.

5. Menimbang, bahwa berdasar atas fakta tersebut, maka diperoleh fakta

hukum sebagai berikut:

a.

b.

Bahwa putra-putri pemohon berusia dibawah 19 tahun.

Bahwa putra-putri pemohon mempunyai fisik yang normal dan
sudah dewasa.

Bahwa pergaulan putra-putri pemohon sudah terlalu intim.

Bahwa para pemohon takut dan khawatir putrinya akan terjerumus

terhadap perkara yang dilarang oleh agama.

6. Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah masuk dalam ruang

lingkup norma hukum Islam yang berbunyi:
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Upaya menolak kerusakan lebih didahulukan daripada
megambil kemaslahatan.

7. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 7 ayat 2
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana
telah direvisi dan ditambah oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019
jo pasal 26 ayat 1 huruf ¢ Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak.

8. Menimbang, bahwa menurut semua pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa para pemohon sudah bisa dan berhasil
membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan
para pemohon patut untuk dikabulkan.

9. Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup
perkawinan, maka selaras dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan
Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara dilimpahkan atau
dibebankan kepada para pemohon.

10. Mengingat, seluruh pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang juga berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan semua pertimbangan hukum yang telah dijabarkan,
maka ketetapan hakim menjadi kunci sebuah putusan. Dalam hal ini, Majelis

Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon | dan pemohon II.
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2. Memberikan dispensasi kepada pemohon | untuk mengawinkan Roihan
Fathurohman bin U.Sapaat yang merupakan anak pemohon | dengan Sri
Setiawati binti Odang yang merupakan anak pemohon II.

3. Memberikan dispensasi kepada pemohon Il untuk mengawinkan Sri
Setiawati binti Odang yang merupakan anak pemohon Il dengan Roihan
Fathurohman bin U.Sapaat yang merupakan anak pemohon I.

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021

Masehi atau 18 Robiul Awal 1443 Hijriyah oleh Drs. Dimyati, SH., MH

sebagai hakim tunggal yang dibantu oleh Agus Kurnia, S.Sy sebagai panitera

pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.
B. Analisis Maslakah Said Ramadhan Al-Buthi terhadap Putusan nomor
perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg
Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan maslakah adalah sebagai

berikut:

v&}wj W,uj b Lis 2 03l S @\MJ\ FNPY GJ\ ESSIURPN ER Y

Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh syariat (Allah
dan Rasul) untuk kepentingan hamba baik dari menjaga agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan yang
ditetapkan dalam pembagian tersebut.®®

Menurut al-Buthi bahwa tujuan Allah dalam mengeluarkan sebuah hukum

pastilah memelihara kelima hal tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturnan,

# Al-Buthi, Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah, 23.
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dan harta. Al-Buthi sepakat atas kesepakatan ulama bahwa segala prioritas
dalam menjalankan hukum-hukum yang diatur oleh Islam harus berjalan
sesuai dengan urutan kelima pemeliharaan tersebut.®*

Said Ramadhan al-Buthi berpendangan bahwa maslakah bukanlah
menjadi dalil yang berdiri sendiri, akan tetapi harus berdampingan atau
didukung dengan dalil-dalil lainnya.®® Maka dari itu, Said Ramadhan Al-
Buthi mempunyai batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
sebuah maslakah yaitu sebagai berikut:

1. Maslakah tersebut termasuk dalam ruang lingkup al-Magasid al-Syariah
Tujuan syariat dalam pembentukan hukum terbatas pada
memelihara lima perkara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Segala sesuatu yang termasuk ke dalam magqasid al-syariah
tersebut adalah kemaslahatan, dan yang tidak mencakup ke dalamnya
atau sebagiannya adalah mafsadah.®® Oleh karena itu suatu maslakah
harus sesuai dengan koridor maqgasid al-syariah. Dalam penerapannya,
pemeliharaan atas agama lebih didahulukan daripada pemeliharaan jiwa,
pemeliharaan jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan akal, dan

begitu seterusnya.®’
Dalam putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hakim

menghadapi dua kemaslahatan yang berbeda. Apabila hakim

# Amirullah, Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath
Hukum Nawazil, 60.

® Nanda Himmatul Ulya, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi, Jurnal
Al-Maslahah, Vol. 15, no. 2 (2019): 211. http://jurnaliainpontianak.or.id/.

% Al-Buthi, Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari’ah Al-1slamiyyah, 119.

¥ Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi,” 2019.
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mengambulkan permohonan, maka kedua calon tersebut akan terhindar
dari perzinahan. Namun disisi lain, apabila hakim menolak, maka kedua
calon mempelai akan mendapati berbagai kemaslahatan, karena ketika
kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas
usia yang dewasa, maka akan dapat mengurangi permasalahan yang
timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun.
Bagi wanita, semakin dewasa usianya, maka rahim akan lebih matang,
dan akan mengurangi resiko kematian ibu dan anak.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Maka
dalam hal ini sejalan dengan konsep maslakah yang ditawarkan Said
Ramadhan al-Buthi. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan,
keduanya sama-sama mendatangkan maslakah bagi calon mempelai.
Akan tetapi jika hakim mengabulkan permohonan, maka mereka akan
terhindar dari perzinahan, dan ini merupakan bentuk penerapan magasid
al-shariah yakni hifzu al-nasl (menjaga keturnan) dalam tingkatan Ad-
daruriyyah, karena apabila manusia tidak menjauhi perzinahan, maka
akan merusak dan mengancam eksistensi keturanan.

Sedangkan dalam hal hakim menolak permohonan, calon
mempelai juga akan mendapatkan kemaslahatan, karena diaturnya usia
perkawinan dapat melahirkan generasi yang lebih berkualitas, dan
mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Hal
tersebut juga bentuk peneraparan magasid al-syariah yakni hifzu al-nashl

(menjaga keturunan) akan tetapi dalam tingkatan yang ketiga yakni al-
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tahsiniyyah. Karena aturan usia perkawinan jika diabaikan maka tidak
akan merusak eksistensi keturunan, akan tetapi mempersulit manusia
dalam menjalani perkawinan dan menjaga keturunan.

Hakim dalam menolak putusan, juga akan mendatangkan
kemaslahatan, yaitu anak bisa meneruskan pendidikannya ke jenjang
yang lebih tinggi, sejalan dengan magasid shari’ah yakni hifzu al-agl
akan tetapi dalam tingkatan al-kajiyyah, karena putus sekolah tidak
sampai merusak akal manusia, hanya saja akan menyulitkan manusia
dalam menjaga akalnya. Menurut Said Ramadhan Al-Buthi hifzu al-aql
dalam tingkatan Ad-daruriyyah adalah melengkapi dan memenuhi
kebutuhan pokok guna melangsungkan hidup dan menjaga akal manusia
berupa makanan dan minuman seperti yang disyari’atkan didalam hifzu
al-nafs, juga meninggalkan mengkonsumi minuman keras dan yang
semisalnya, jika hal ini diabaikan maka akan mengancam akal manusia.
Dalam hal ini, maqasid al-syariah tingkatan Ad-daruriyyah lebih
diutamakan daripada al-kajiyyah dan al-tahsiniyyah.

2. Maslakah tidak bertentangan dengan al-Qur’an

Al-Buthi menjelaskan bahwa maslakah haruslah tidak
bertentangan dengan al-Qur’an. Jika ditemukan maslakah tersebut
bersebrangan dengan al-Qur’an, maka maslakah tidak dapat diterima.

Telah dijelaskan di dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

Mos{1oF o of 135097 (295 02% fot SF L (EUT AT (L T8, L2 fet
R R ) 1R300 g (xdle OB AT Tals 13) 1B AT 1T

* Q.S. An-Nisa Ayat 6
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Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta)
sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika
menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta),
serahkanlah kepada mereka hartanya.®

Dijelaskan di dalam Tafsir Al-Misbah bahwa seorang wali haruslah
memantau keadaan anak yatim, apabila anak yatim tersebut sudah
dianggap mampu mengatur harta dengan baik, maka harta tersebut
haruslah diserahkan kepadanya. Ayat ini memerintahkan wali untuk
menguji anak yatim dalam penggunaan harta sampai umur yang
membuatnya mampu memasuki pintu perkawinan. Ketika sudah ada pada
mereka kecerdasan yang berarti kepintaran mengelola harta dan
kestabilan mental. Arti dari kata rusydun ( >35> ) dalam ayat ini adalah
kesempurnaan akal dan jiwa, yang bisa membuatnya bertindak dan
bersikap dengan tindakan setepat mungkin.*°

Dijelaskan juga di dalam Tafsir Al-Munir bahwa ayat ini
memerintahkan kita untuk menguji anak yatim dalam kesiapan
mengelola harta. Ketika mereka mencapai usia perkawinan, yaitu akil
baligh, keadaan dimana seorang sudah mukallaf yang ditandai dengan
mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, telah berumur 15
tahun menurt Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Apabila mereka telah akil
baligh dan mampu bersikap dewasa dan cakap dalam menggunakan dan
menjaga harta, maka serahkanlah hartanya. Akan tetapi, jika mereka
belum mempunyai kecapakan dan kedewasan, teruslah untuk menguji

mereka sampai adanya rusydun pada diri mereka. Ar-usydu dalam

* Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 105.
% M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 351.
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pandangan Imam Syafi’i terdiri dari dua unsur yaitu baiknya sikap
keagamaan dan kematangan dalam mengelola harta. Tetapi mayoritas
ulama mengatakan hanya satu unsur yatu kematangan dalam mengelola
harta.®*

Berdasarkan penjabaran di atas, para ulama berbeda pendapat
mengenai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan, semua pendapat
di atas bisa menjadi rujukan dan hujjah dalam menentukan usia minimal
perkawinan, akan tetapi pada intinya kedewasaan dalam bersikap dan
kematangan mental menjadi kunci utama dalam melangsungkan
perkawinan, dan usia tidak serta menjadi tolak ukur dalam menentukan
kedewasaan, juga tentunya setiap orang memiliki sikap tersebut dalam
usia yang berbeda pula.

Pada putusan tersebut, hakim melihat bahwa calon mempelai
laki-laki dan wanita walaupun masih berusia 16 tahun, tetapi sudah
terlihat dewasa. Calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai penjahit,
dan para pemohon (orang tua) akan tetap mendampingi anak-anaknya
sampai mereka bisa mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Maka putusan hakim dalam hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur’an.

Al-Qur’an juga menjelaskan tentang perkawinan di dalam surah

An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

*! Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 589-590.
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Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.*?

Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa untuk para
wali, majikan, dan kepada semuanya, nikahilah laki-laki dan perempuan
merdeka yang sendiri (tidak bersuami atau beristri). Juga para budak laki-
laki atau perempuan yang sudah mempunyai kesiapan untuk menjalankan
hak-hak dan tanggung jawab dalam perkawinan. Bantulah mereka dalam
melangsungkan perkawinan baik dari segi moril maupun materil, serta
jangan menghalangi dan mempersulit untuk menikah.**

Kata (slall dalam ayat ini menurut terminologi syara’ yaitu
menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Sedangkan
pengertian etimologi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan
kesanggupan untuk menikah, serta sanggup menjalankan hak dan
kewajiban perkawinan.” Kemudian kalimat 4lizé o & 2g%5 5158 1584 )
dalam ayat ini adalah janji Allah untuk mencukupkan orang yang

menikah. Oleh karena itu, janganlah takut dengan kondisi ekonomi yang

2Q.S. An-Nur Ayat 32

% Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 503.
* Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 514.

% Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 515.
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tidak mencukupi, karena Allah akan memberi kecukupan dengan
karunianya.*®

Dalam ayat ini, barometer seseorang ideal untuk melangsungkan
perkawinan adalah kesiapan dan kelayakannya untuk menikah, dan
sanggup menjalani hak dan kewajiban rumah tangga. Jika melihat pada
putusan tersebut, hakim melihat bahwa calon mempelai laki-laki dan
wanita sudah terlihat dewasa. Didukung dengan calon mempelai laki-laki
sudah bekerja sebagai penjahit, dan para pemohon (orang tua) akan tetap
mendampingi anak-anaknya sampai mereka bisa mandiri dalam
menjalani kehidupan rumah tangga. Maka dalam hal ini putra-putri para
pemohon dikatakan siap dan layak untuk menikah, serta sanggup
menjalani hak dan kewajiban rumah tangga, sesuai dengan tafsir ayat
tersebut.

3. Maslakah tidak bertentangan dengan Sunnah

Al-Buthi mensyaratkan bahwa sesuatu bisa disebut maslakah
secara syariat jika tidak bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.
Al-Buthi menerangkan tentang arti sunnah yaitu segala kebaikan dari
perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang
periwayatannya secara bersambung, baik secara mutawatir (kolektif),
maupun hadis perorangan (ahad).®’

Rasulullah SAW bersabda yang berkaitan tentang perkawinan,

yang berbunyi sebagai berikut:

% Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 516.
*” Al-Buthi, Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari’ah Al-lslamiyyah, 161.
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Telah meceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah,

dan Abu Kuraib, berkata keduanya: telah menceritakan
kepada kami Abu Mu’awiyah dari A’masyh, dari ‘Umarah
bin ‘Umair, dari Abdul Rahman bin Yazid, dari Abdullah,
berkata: Rasulullah SAW telah berkata kepada kami: Wahai
sekalian pemuda, barangsiapa yang mampu untuk menikah
diantara kalian, maka menikahlah, karena menikah lebih
menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan.
Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalahl karena
puasa membentengi dirinya.*®

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Shahih Muslim tentang
hadits tersebut bahwa kata syabab (<%%) adalah pemuda yang telah
baligh dan belum sampai melewati usia 30 tahun. Sedangkan kata al-
ba’ah (25\-33\) para ulama berbeda menjadi dua pendapat dalam
mengartikannya. Pendapat pertama mengartikan al-ba’ah adalah jima’,
maka arti hadits tersebut menjadi “barangsiapa yang ingin berjima’
karena telah mampu membayar biaya pernikahan (z\Si (%) , maka
menikahlah. Sedangkan pendapat kedua mengartikan al-ba’ah adalah
biaya pernikahan (z\Si (3<). Maka arti hadits tersebut menjadi
“barangsiapa yang telah mampu membayar biaya pernikahan, maka

menikahlah.*®

% Muslim bin al-Hajjaj bin Qusyairi Al-Naisyaburi, Shahih Muslim, (Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-
Turats al-Arabi), Juz 2, 1019.

* Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terj. Suratman, Agus Ma’mun, Suharlan, Cet. 2
(Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 6, 810-811.

57



Pada putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, kedua
calon mempelai sudah baligh dan sesuai dengan arti —i& yang dijelaskan
oleh Imam Nawawi yaitu pemuda yang telah baligh dan belum sampai
melewati usia 30 tahun. Kemudian calon mempelai laki-laki sudah
bekerja dan orang tua juga akan terus membantu anak-anaknya sampai
mereka bisa mandiri. Maka calon mempelai bisa dikatakan mampu untuk
menikah. Hal ini sejalan dengan arti seldl yang dijelaskan oleh Imam
Nawawi yaitu barangsiapa yang ingin berjima’ karena telah mampu
membayar biaya pernikahan, maka menikahlah, atau barangsiapa yang
telah mampu membayar biaya pernikahan, maka menikahlah. Oleh
karena itu, putusan hakim tidak bertentangan dengan sunnah.

Maslazah tidak bertentangan dengan giyas

Qiyas adalah suatu upaya guna memelihara maslakah pada far 'u
(cabang) yang berdasar atas kesamaan illat yang terdapat pada ashl.
Dalam putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, putusan ini
digiyaskan dengan al-Qur’an surah an-Nisa ayat 6 dan sunnah Rasulullah
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam surah an-Nisa ayat 6
memerintahkan Kkita untuk menguji anak yatim dalam kesiapan
mengelola harta. Ar-rushdu dalam pandangan Imam Syafi’i terdiri dari
dua unsur yaitu baiknya sikap keagamaan dan kematangan dalam
mengelola harta. Tetapi mayoritas ulama mengatakan hanya satu unsur
yatu kematangan dalam mengelola harta. Dalam tafsir al-misbah

dijelaskan bahwa arti dari kata rushdun ( <) ) dalam ayat ini adalah
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kesempurnaan akal dan jiwa, yang bisa membuatnya bertindak dan
bersikap dengan tindakan setepat mungkin.*®

Kemudian dalam hadits riwayat Imam Muslim di atas, Imam
Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Shahih Muslim tentang hadits
tersebut bahwa kata syabab (<:3%) adalah pemuda yang telah baligh dan
belum sampai melewati usia 30 tahun. Dan kata al-ba’ah (ié\é\i\) para
ulama berbeda menjadi dua pendapat dalam mengartikannya. Pendapat
pertama mengartikan al-ba’ah adalah jima’, maka arti hadits tersebut
menjadi “barangsiapa yang ingin berjima’ karena telah mampu
membayar biaya pernikahan, maka menikahlah. Sedangkan pendapat
kedua mengartikan al-ba’ah adalah biaya pernikahan. Maka arti hadits
tersebut menjadi “barangsiapa yang telah mampu membayar biaya
pernikahan, maka menikahlah.®*

Putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hakim
mengabulkan permohonan pemohon yang mana kedua calon mempelai
belum berusia 19 tahun. Hal ini digiyaskan terhadap al-Qur’an dan
Hadits tersebut bahwa pada intinya tidak ditetapkan secara pasti umur
perkawinan. Akan tetapi, patokan yang ditetapkan para ulama melihat
sisi kedewasaan, kecerdasan, dan kesiapan mental. Hakim menilai bahwa
kedua mempelai sudah dewasa, dan siap menikah secara mental dan

finansial, karena calon pria sudah bekerja, juga didukung oleh kedua

1% M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 351.
' Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terj. Suratman, Agus Ma’mun, Suharlan, Cet. 2
(Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 6, 810-811.
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orang tua yang akan selalu mendampingi sampai kedua calon mempelai
bisa mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
5. Tidak bertentangan dengan maslakah yang lebih tinggi
Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang
lebih tinggi harus diutamakan dari kemaslahatan yang lebih rendah. Jika
terdapat beberapa kemaslahatan maka maslakah yang Ad-daruriyyah
(primer) yang diutamakan daripada yang al-kajiyyah (sekunder). Dan
kemaslahatan al-Aajiyyah (sekunder) diutamakan daripada yang
tahsiniyah (tersier). Jika terdapat beberapa kemaslahatan dalam tingkatan
yang sama, maka dahulukan yang mempunyai hukum yang lebih tinggi
dalam tingkatan tersebut.'%?

Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Maka
dalam hal ini sejalan dengan konsep maslahah yang ditawarkan Said
Ramadhan al-Buthi. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan,
keduanya sama-sama mendatangkan maslahah bagi calon mempelai.
Akan tetapi jika hakim mengabulkan permohonan, maka mereka akan
terhindar dari perzinahan, dan ini merupakan bentuk penerapan magasid
al-shariah yang yakni hifzu al-nasl (menjaga keturnan) dalam tingkatan
Ad-daruriyyah, karena apabila manusia tidak menjauhi perzinahan, maka
akan merusak dan mengancam eksistensi keturanan.

Sedangkan dalam hal hakim menolak permohonan, calon

mempelai juga akan mendapatkan kemaslahatan, karena diaturnya usia

192 Al-Buthi, Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, 251.
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perkawinan dapat melahirkan generasi yang lebih berkualitas, dan
mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Hal
tersebut juga bentuk peneraparan magasid al-syariah yakni hifzu al-nashl
(menjaga keturunan) akan tetapi dalam tingkatan yang ketiga yakni al-
tahsiniyyah. Karena aturan usia perkawinan jika diabaikan maka tidak
akan merusak eksistensi keturunan, akan tetapi mempersulit manusia
dalam menjalani perkawinan dan menjaga keturunan.

Hakim dalam menolak putusan, juga akan mendatangkan
kemaslahatan, yaitu anak bisa meneruskan pendidikannya ke jenjang
yang lebih tinggi, sejalan dengan magasid shari’ah yakni hifzu al-agl
akan tetapi dalam tingkatan al-kajiyyah. Karena ketika anak putus
sekolah maka tidak akan sampai merusak eksistensi akal, tetapi hanya
akan mempersulit manusia dalam menjaga akal. Dalam hal ini, magasid
al-syariah tingkatan Ad-daruriyyah lebih diutamakan daripada al-
tahsiniyyah. Karena tingkatan Ad-daruriyyah merupakan maslahah yang

lebih tinggi daripada al-Aajiyyah dan al-tahsiniyyah.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan,
maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara
nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. antara lain adalah karena hubungan
putra-putri pemohon sudah terlalu dekat dan intim, sehingga pemohon
takut mereka akan terjerumus perzinahan. Dalam hal ini, hakim
menggunakan kaidah wushul figh yaitu menolak kerusakan lebih
didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Hakim melihat
keduanya mempunyai fisik yang normal dan sudah terlihat dewasa,
didukung dengan calon laki-laki yang sudah bekerja, serta para pemohon
siap untuk mendampingi putra-putrinya dalam mengarungi bahtera
rumah tangga sampai bisa mandiri. Seluruh bukti surat yang diajukan
sudah mencukupi dan sesuai dengan memenuhi pasal 7 ayat 2 Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi oleh
Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo pasal 26 ayat 1 huruf c
Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg tidak bertentangan
dengan konsep Maslakah Said Ramadhan al-Buthi, karena putusan
hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut masuk dalam cakupan

magasid al-shariah, putra-putri pemohon bisa terhindar dari perzinahan.
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Putusan juga tidak bertentangan dengan al-Qur’an, sunnah, dan giyas
karena tidak adanya nas yang menetapkan secara eksplisit tentang umur
perkawinan, akan tetapi kedewasaan, kecerdasaan, kesiapan mental dan
finansial menjadi tolak ukur dalam melangsungkan perkawinan. Dalam
putusan ini, hakim melihat bahwa semua tolak ukur tersebut sudah
dimiliki oleh putra-putri pemohon. Kemudian putusan tidak bertentangan
dengan maslakah yang lebih tinggi, karena menghindari perzinahan
termasuk dalam magasid al-shariah yaitu hifzu al-nasl dalam tingkatan
yang tertinggi yakni Ad-daruriyyah.
B. Saran
Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut:

1. Kepada Pemerintah, sebaiknya memberikan standar yang jelas dan
indikator secara rinci tentang penetapan dispensasi perkawinan. Sehingga
adanya kejelasan hukum dan mempermudah hakim dalam memutuskan
perkara dispensasi perkawinan.

2. Kepada Hakim Pengadilan Agama, agar benar-benar menelaah dan
mengkaji setiap perkara dispensasi perkawinan. Agar putusan yang
ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang adil dan membawa
kemaslahatan.

3. Kepada orang tua, agar selalu membimbing dan memberikan pemahaman
kepada anak tentang dampak yang timbul karena perkawinan di bawah

umur, serta memberikan pengawasan yang ketat kepada anak.
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4. Kepada peneliti selanjutnya, diharap untuk terus memperdalam kajian
tentang dispensasi kawin, dengan menganalisis menggunakan teori yang

lebih relevan.
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LAMPIRAN

PENETAPAN
Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

U.Sapaat Bin Uce, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 21 November

1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Cileutik Rt. 004
/ Rw. 005, Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Sumedang, Desa Raharja, Tanjungsari, Kab.
Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa
kepada H.M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M.M., Slamet Riyadi,
S.H.., Dahliah Sobama, S.H.., R. Ateng Ruchana, SH..,
Citra Erica Arba Yusuf, S.H.., Advokat yang berkantor di
Lembaga Bantuan Hukum Dan Pedindungan Masyarakat
(Ibh Permas) Yang Beralamat Di Jalan Pangaduan Hebeul,
Rt. 03 / Rw. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang
Utara, Kabupaten Sumedang berdasarkan surat kuasa
khusustanggal sebagai Pemohon |

Sanimah Binti Kastum, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 17 Oktober

Disclaimer

1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
Cileutk Rt. 004 / Rw. 005, Desa Raharja, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Desa Raharja,
Tanjungsari, Kab. Sumedang, Jawa Barat sebagai

Pemohon Il

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu Kini dan ak. komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam halhal tertentu teknis terkait kurasi dan keterkinian yang kami sajikan, torus | waktu kewaktu.
Dalam hal Anca inaku situs ini bel , maka hat hubung! Mahka Agung RI melakid

Halaman 1

yang
Email: kepaniteraan @mahkamahagung.go.d Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Odang Bin Memed, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 05 Oktober
1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lembang Rt.
021 / Rw.005, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan,
Kabupaten Sumedang, Desa Mekarbakti, Pamulihan, Kab.
Sumedang, Jawa Barat sebagai Pemohon Il

Suminar Binti Iri Permana, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 21
Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
Lembang Rt. 021 / Rw.005, Desa Mekarbakti, Kecamatan
Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Desa Mekarbaki,
Pamulihan, Kab. Sumedang, Jawa Barat sebagai
Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengarketerangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober

2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

kepaniteraan ~ Pengadilan ~ Agama  Sumedang  dengan Nomor

438/Pdt.P/2021/PA.Smdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. U. Sapaat Bin Uce, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 21 Nopember 1978,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
Tinggal di Dusun Cileutk, RT. 004 / RW. 005, Desa Raharja,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang - Untuk selanjutnya di sebut
Pemohonl;

2. Sanimah Binti Kastum, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 17 Oktober 1980,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan |lbu Rumah Tangga,
Bertempat Tinggal di Dusun Cileutk, RT. 004 / RW. 005, Desa Raharja,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disciaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu bagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pela bik,
hetokd

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun calam hal-hal it teknis terkait dengan ak
Dalam hal Anda inakurasi informasi yang te da situs ini atau informasl yang seharusnya ada, torsodia, maka
Emal: kepaniteraan@mahkamahagung.god  Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung RI melalui
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungsar, Kabupaten Sumedang - Untuk selanjunya disebut
Pemohonlll;

Pemohon |dan pemohon |l selanjutnya disebut Para Pemohon |

Odang Bin Memed, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 5 Oktober 1973,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
Tinggal di Dusun Lembang, RT. 021 / RW. 005, Desa Mekarbakti,
Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang - Untuk selanjutnya di sebut
Pemohonllil;

Suminar Binti Iri Permana, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 21 Januar
1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Bertempat Tinggal di Dusun Lembang, RT. 021 /RW. 005, Desa Mekaraki,
Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang - Untuk selanjunya disebut
Pemohon IV ;

3. Maka perkenankanlah Kami selaku Kuasa Hukumnya untuk mengajukan
Permohonan Dispensasi Kawin ;

4. Adapun yang menjadi dasar dan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon adalah
sebagai berikut;

5. Bahwa Para Pemohon | adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Beberi, Kabupaten Cirebon pada tanggal
11 Februar 1998, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 622 /
40/ 11/ 1998, dan dari hasil pemikahan tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga )
orang anak yangbernama: AiSulastri (Lahir Sumedang 20 Januari 1999);
Roihan Fathurohman ( Lahir Sumedang 16 Nopember 2005 );

Alya ZhafiraNurrohman ( Lahir Sumedang 11 Mei 2015) ;

6. Bahwa Para Pemohon Il adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang pada
tanggal 19 Maret 2004, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No.
164 / 28 / Il / 2004, dan dari hasil pemikahan tersebut telah dikaruniai 3
( tiga) orang anak yang bernama :

2.1. Dikdik Sodikin ( Lahir Sumedang 25 Agustus 1998 );
2.2. Anis (Lahir Sumedang 25 Januari 2003 ) ;
2.3. Sri Setiawati ( Lahir Sumedang 30 Desember 2006 );
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7. Bahwa Para Pemohon | hendak menikahkan anaknya yang bemama:

Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat ( Lahir Sumedang 16 Nopember
2005), Agama lIslam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Penjahit,
Bertempat Tinggal di Dusun Cileutk, RT. 004 / RW. 005, Desa Raharja,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang ;

Dengan Calon Istrinya yang merupakan anak dar Para Pemohon Il yang
bemama:

Sri Setiawati Binti Odang ( Lahir Sumedang 30 Desember 2006 ), Agama
Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat
Tinggal di Dusun Lembang, RT. 021 / RW. 005, Desa Mekarbakti,
Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA ) kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang ;
Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan
Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan kedua calon
Pengantin belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak
untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Pemohon |
dan Pemohon Il untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke
Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

8. Bahwa Hubungan Roihan Fathurohman dengan Sri Sefiawat keduanya
terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila
dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon | maupun Keluarga Para Pemohon |l
khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan
dan dilarang oleh Agama

9. Bahwa Anak Para Pemohon | dan anak Para Pemohon Il tersebut telah
dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;

10.Bahwa anak Para Pemohon | (Roihan Fathurohman ) dengan calon Istinya
yang bemama Sii Setiawati idak memiliki hubungan darah dan sesusuan
serta Sii Setiawat tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pemikahan
antara anak Para Pemohon | dengan Anak Para Pemohon |l tidak terdapat
halangan baik menurut syarat Islam maupun pemundang-undangan dan

peraturan yang berlaku;
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11.Bahwa anak Para Pemohon | berstatus Jejaka dan telah akil Baliq serta
sudah siap untuk menjadi Suami serta anak Para Pemohon I
berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta siap untuk menjadilstri ;

12.Bahwa Para Pemohon | dan Para Pemohon |l tetap akan bertanggung jawab
terhadap anak-anak tersebut sampai mandiri ;

13.Bahwa Para Pemohon | dan Para Pemohon Il tidak keberatan dan telah
menyetujui atas pemikahan Anak-anak mereka yang bemama Roihan
Fathurohman dengan Sri Setiawati ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon | dan Para Pemohon Il ;

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon luntuk mengawinkan
anakParaPemohon | yang bemamaRohan  Fathurohman Bin
U.Sapaat untuk Kawin dengan Anak Para Pemohon Il yang bermama Sri
Setiawati Binti Odang ;

3. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon lluntuk mengawinkan
anak Para Pemohon Il yang bernama Sri Setiawati Binti
Odang untuk Kawin dengan Anak Para Pemohon | yang bemama Roihan
Fathurohman Bin U.Sapaat ;

4. Membebankan biaya perkara menuruthukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait
permohonannya untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur
berdasarkan undang-undang perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan
tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
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Bukti Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama U. Sapaat Nomor:
3211112113760005 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang taggal 12 Mei 2012, bermaterai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P1.1);

2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanimah Nomor:
3211115710800004  yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang taggal 11 Juni 2012, bermaterai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, kemudian diberitanda (P1.2);

3. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 622/40/11/1998 tertanggal 11
Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Beber Kabupaten Cirebon, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan
aslinya, kemudian diberitanda (P1.3)

4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama U. Sapaat Nomor: 3211112003066859
yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumedang tanggal 05 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokan
dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P1.4);

5. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Rohman Fathurohman Nomor:
01043/IST/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 02 Februari 2009,
bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi
tanda P1.5);

6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Odang Nomor:
3211130510730010  yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang taggal 02 Juni 2012, bermaterai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, kemudian diberitanda (P2.1);

7. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suminar Nomor:
3211136101810002 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang taggal 19 Mei 2012, bermaterai
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.2);

8. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/28/111/2004 tertanggal 17
Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten Sumedang, bermaterai cukup dan telah dicocokan
dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.3)
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9. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Odang Nomor: 3211132804100013
yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumedang tanggal 16 Junli 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokan
dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.4);

10.Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Seftiawati Nomor:
20062/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 17 Oktober 2010 Februari
2017, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, kemudian
diberi tanda (P2.5);

11.Potokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan
Nomor : B272/kua.10.11.13/PW.01/09/2021 dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, bermaterai cukup dan telah
dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.6)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan putra-putrinya yang masih
dibawah umur, kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Wado Kabupaten
Sumedang;

2. Bahwa putra-putri para Pemohon tersebut telah berpacaran dan keduanya
terlihat sangat dekat dan sangatintim ;

3. Bahwa para Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus kepada hal-hal
yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama ;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selal paling kini bagai bentuk komitmen Mahkamah Agung ia bik,

Namun dalam hal-hal tertontu ma: toknis terkat dengan ak ki
Dalam hal Anca inakurasi informasi yang te da situs ini atau informasl yang seharusnya ada, torsodia, maka
Emal: kepaniteraan @mahkamahagung.god  Telp  021-384 3348 (ext.318)

Informasi yang kam sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
hubung! RI melalul :
Halaman 7

75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon bermohon supaya putra-putrinya diizinkan untuk

menikah saatini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Penduduk)
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah
memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
para Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut
menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, maka
menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan cukup,
sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi buku nikah) bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat
formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon | dan Il
telah menikah dan telah dikamunia anak bemama Roihan Fathurohman Bin
U.Sapaat, berdasarkan bukti tersebut kewenangan absolut Pengadilan Agama
Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempumna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH
Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi
syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon |
dan Il, telah berkeluarga dan telah dikarunia anak bemama Roihan
Fathurohman Bin U.Sapaat, berdasarkan bukti tersebut kewenangan absolut
Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto
Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopi akta kelahiran) bermeterai cukup

dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
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menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bemama Roihan
Fathurohman Bin U.Sapaat masih dibawah umur ( belum 19 tahun ), sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan cukup, sesuai
Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi Kartu Penduduk)
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah
memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
Pemohon Il dan IV berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti
tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang,
maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena
itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi buku nikah) bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat
formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon | dan Il
telah menikah dan telah dikarunia anak bemama Sri Setiawati Binti Odang,
berdasarkan bukti tersebut kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang,
oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma
dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi
syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II
dan IV, telah berkeluarga dan telah dikarunia anak berama Sri Setiawati Binti
Odang, berdasarkan bukti tersebut kewenangan absolut Pengadilan Agama
Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempumna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH
Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
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menjelaskan mengenai usia calon isteri yang bernama Sri Setiawati Binti
Odang belum cukup umur ( belum berumur 19 tahun ), sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan cukup, sesuai Pasal 165
HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (surat penolakan dari Kantor Urusan
Agama) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
adanya kekurangan persyaratan menikah dan penolakan menikah antara ...
dengan .., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma
dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR  juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon, terbukti bahwa hubungan putri Pemohon sudah sedemikian erat, dan
antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang
dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa walaupun putri para Pemohon masih berusia ...,
namun anak Pemohon sudah terlihat dewasa, sehingga menurut Hakim anak
Pemohon sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh
fakta sebagai berikut:
1. Bahwaanak para Pemohon masih berusia 15 tahun ;
2. Bahwa putra-putri para Pemohon sudah berpacaran dan sudah sangat
intim;
3. Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan putranya ditolak KUA
Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ;
4. Bahwa putri Pemohon memiliki pisik yang normal dan sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :

1. Bahwa putra-putri para Pemohon berusiakurang 19tahun ;
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2. Bahwa putra-putri para Pemohon memiliki pisik yang normal dan kelihatan

sudah dewasa;
3. Bahwa pergaulan putra-putri Pemohon sudah sangatintim;

4. Bahwa para Pemohon khawatir putrinya terjerumus kepada perbuatan yang
dilarang oleh agama ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang berbunyi :
el iy o 23 suldd) ¢
Artinya :” (Upaya menolak kems:;kan harus didahulukan daripada upaya
mengambil kemaslahatan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan
dalil-dalii permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon
sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, biaya perkara dibebankan
kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;
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MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon | dan para Pemohon Il;

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon | untuk mengawinkan
anak Para Pemohon | yang bemama Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat
untuk Kawin dengan Anak Para Pemohon Il yang bernama Sri Setiawati
Binti Odang ;

3. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon Il untuk mengawinkan
anak Para Pemohon Il yang bemama Sri Setiawati Binti Odang untuk
Kawin dengan Anak Para Pemohon | yang bernama Roihan Fathurohman
Bin U.Sapaat ;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober
2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh
Drs. Dimyati, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh
Agus Kumia, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para

Pemohon ;
Hakim Tunggal,
Drs. Dimyati, SH., MH
Panitera Pengganti,
Agus Kumia, S.Sy
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Perincian biaya:
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 75.000,00
3. PNBP Rp. 10.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 135.000,00

( seratus tiga puluh limaribu rupiah )
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